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A. Program dan Kegiatan

Dinas
utama/pendukung pelaksana urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan dan Urusan

Pilihan Perindustrian dan Transmigrasi. Dengan melaksanakan 8 Program, 17 Kegiatan dan 47 sub

Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Lima

kegiatan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan.

Rincian Program dan Kegiatan/Subkegiatan, Alokasi dan Realisasi pada APBD 2021 penyelenggaraan

Puluh Kota

merupakan OPD

Program dan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Alokasi
No. Urusan / Program / Kegaiatan/ Sub Kegiatan An?lg:)ran Realisasi
l. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 3,580,905,992 | 3,531,589,002
1 Keaiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
9 Daerah 19,429,500 18,903,200
a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 8,429,600 8,373,300
. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

b. | SubKegiatan | oojisasi kinerja SKPD 4000000 | 3,975,000

c. Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah 6,999,900 6,554,900

2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,742,316,192 | 2,700,801,663
a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2,736,710,692 | 2,695,278,163
b. | Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 2,989,700 2,961,700

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 2,615,800 2,561,800

3 Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15,448,000 15,357,200

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 8,868,000 8,777,200

b. Sub Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan 6,580,000 6,580,000

4 Kegiatan Administrasi Unmum Perangkat Daerah 195,032,300 194,898,069
a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 6,859,000 6,855,000

b. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 26,853,700 26,818,000

C. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25,034,600 25,034 600

d. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu 24,530,000 24,530,000

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 111,755,000 111,660,469




Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

5 | Kegiatan Daerah 61,700,000 | 61,700,000
a. Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
b. Sub Kegiatan Pengadaan mebel
C. Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/
d. | SubKegiatan | | onan lainnya 61,700,000 | 61,700,000
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 403.940.000 397.029.220
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat 1.920.000 1.920.000
b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 42 500.000 35 589.220
C. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 359.520.000 359.520.000
7 Keaiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
9 Pemerintahan Daerah 143,040,000 142,899,650
a Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan
' 9 perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan 95,162,000 95,156,650
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 97 130.000 26,995,000
C. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 20.748.000 20.748.000
II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 294.130.500 294.060.500
1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 294.130.500 294.060.500
a Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
' g pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi 294,130,500 294,060,500
]| Program Penempatan Tenaga Kerja 20.315.100 19.924.200
1 Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota 8.564.100 8.373.200
a. Sub Kegiatan Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja 1461400 1461400
b. Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja 5.812.700 5.621.800
C. Sub Kegiatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja 1990.000 1990.000
2 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 9.922.400 9.732.400
a. Sub Kegiatan Job fair/ bursa kerja 9.922 400 9.732 400
3 Keaiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu)
9 Daerah Kab/Kota 1,828,600 1,818,600
, Koordinaasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja
a. | SubKegiatan | 41 1 (satu) daerah Kab/Kota 1828600 | 1,818,600
IV | Program Hubungan Industrial 28.971.400 28.722.400
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian
1. Kegiatan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1
(satu) Daerah Kab/Kota 11,382,000 11,315,500
a. Sub Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan 1827 500 1771.000
b. Sub Kegiatan Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan 3.798 500 3.793 500




Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan

e Sub Kegiatan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan 5,826,000 5,821,000
2 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
9 Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota 17,589,400 17,406,900
Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan
a. Sub Kegiatan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan
di 1 (satu) daerah Kab/Kota 1,642,300 1,626,800
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan
b. Sub Kegiatan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan
di 1 (satu) daerah Kab/Kota 3,842,100 3,832,100
Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada
C. Sub Kegiatan organisasi pengusahan, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ 7 454 000 7.368.000
serikat buruh serta non afiliasi T T
d. Sub Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kab/Kota 4,651,000 4,580,000
Vv Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1.420.879.100 | 1.221.817.501
1 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
) 9 Kab/Kota 1,420,879,100 | 1,221,817,501
. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya
a. | SubKegatan | et 131,896,400 | 131,560,678
b Sub Kediatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan
' g prasarana industri 1,128,576,700 | 931,718,709
c Sub Kediatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan
' g peran serta masyarakat 144,455,400 142,749,114
d. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri 15.950.600 15.780.000
VI | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/ Kota 20,740,500 20,725,500
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUl), Izin Perluasan Usaha Industri
1. Kegiatan (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota 20,740,500 20,725,500
Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan [Ul,IPUI,IUKI dan IPKI
a Sub Kegiatan kewenangan Kab/ Kota dalam sistem informasi industri nasional
' as) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan 77, 77,
g SIIN i id ist | izi 10,777,600 10,777,600
berusaha terintegrasi secara elektronik
b Sub Kediatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri
' g dalam lingkup [UI,IPULLIUKI dan IPKI kewenangan Kab/Kota 9,962,900 9,947,900
VIl | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 156.631.100 154.687.090
1 Keaiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri
9 1ULIPULIUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota 156,631,100 154,687,090
a. Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data
kawasan industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui Sistem 17,547,400 17,502,400
Informasi Industri Nasional (SlINas)
b. Sub Kegiatan Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa data industri
Kab/Kota melalui SlINas 139,083,700 137,184,690
VIl | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 53,604,600 53,442,700
1. Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian 53,604,600 53,442,700
a. Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman 21,930,600 21,859,300
b. Sub Kegiatan Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam
rangka kemandirian satuan pemukiman 31,674,000 31,583,400
JUMLAH 5,576,178,292 | 5,324,968,893




B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan/subkegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran

dan hasil penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan adalah sebagai

berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1.

Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 8.429.600,- dan realisasi keuangan Rp. 8.373.300,- atau 99.33%
serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah
tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah ( Renstra, Renja, RKA, DPA)

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dan realisasi keuangan
Rp. 3.975.000,- atau 99.38% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran
dari dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah (LkjlP,
LKPJ, LPPD, lap. akhir tahun).

Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
6.999.900,- dan realisasi keuangan Rp. 6.554.900,-atau 93.64% serta realisasi fisik sub
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari dari sub kegiatan ini adalah tersedianya renstra

dan renja PD.

b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

1.

Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
2.736.710.692,- dan realisasi keuangan Rp. 2.695.278.163,- atau 98.49% serta realisasi
fisik subkegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji
dan tunjangan ASN dan honor PA, KPA, PPTK, bendahara dll.

Sub Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 2.989.700,- dan realisasi keuangan Rp. 2.961.700,- atau 99.06% serta
realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari dari sub kegiatan ini adalah
tersedianya akuntasi dan pelaporan keuangan.

Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 2.615.800,- dan realisasi keuangan Rp. 2.561.800,- atau
97.94% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari dari sub kegiatan

ini adalah tersedianya laporan keuangan akhir tahun.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.

Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 8.868.000,- dan realisasi keuangan Rp. 8.777.200,- atau
98.98% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari dari sub kegiatan
ini adalah terikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur.

Sub Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 6.580.000,- dan realisasi keuangan Rp. 6.580.000,- atau 100% serta realisasi



fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari dari su kegiatan ini adalah

terlaksananya sosialisasu peraturan per UU an bagi ASN.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.

1.

Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.859.000,- dan realisasi keuangan Rp. 6.855.000,-
atau 99.94% serta realisasi fisik subkegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan
ini adalah tersedianya alat- alat instalasi listrik (LHE, lampu neon, panjang, kabel dll).

Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
26.853.700,- dan realisasi keuangan Rp. 26.818.000,- atau 99.87% serta realisasi fisik sub
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan
ATK untuk 1 tahun.

Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 25.034.600,- dan realisasi keuangan Rp. 25.034.600,- atau 100% serta
realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah
terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor.

Sub Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
24.530.000,- dan realisasi keuangan Rp. 24.530.000,- atau 100% serta realisasi fisik sub
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya makan
minum tamu, rapat dan pegawai selama 1 tahun.

Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 111.755.000,- dan realisasi keuangan Rp. 111.660.469,- atau
99.92% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini

adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan
lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.700.000,- dan realisasi keuangan Rp.
61.700.000,- atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari
sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/

bangunan lainnya berupa printer dan komputer.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.

Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.920.000,- dan realisasi keuangan Rp. 1.920.000,- atau 100% serta realisasi fisik sub
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya surat dan dokumen
administrasi perkantoran.

Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 42.500.000,- dan realisasi keuangan Rp. 35.589.220,- atau 83.74%
serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah

lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik.



Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 359.520.000,- dan realisasi keuangan Rp. 359.520.000,- atau 100 % serta
realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah

terbayarkannya honor-honor PHL, petugas kebersihan dan penjaga kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.

Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan
kendaraan dinas operasioanl/lapangan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 95.156.650,- dan realisasi keuangan Rp. 95.156.650,- atau 99,99% serta realisasi fisik
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlakasananya
pemeliharaan, pembayaran pajak dan perizinan kendaraan serta BBM kenndaraan
operasional/lapangan sebanyak 2 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan
dinas roda 2.

Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 27.130.000,- dan realisasi keuangan Rp. 26.995.000,- atau 99,50% serta
realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya seperti : genset, komputer, printer dan AC.
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 20.748.000,- dan realisasi keuangan Rp. 20.748.000,- atau
100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah
terlaksananya pemeliharaan gedung kantor berupa perbaikan tungku rumah produksi
gula semut Labuah Gunung dan perbaikan lantai kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja.

Il. Program Pelatihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

1.

Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
kerja berdasarkan kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 294.130.500,- dan
realisasi keuangan Rp. 294.060.500,- atau 99,98% serta raelisasi fisik kegiatan mencapai
100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja jurusan perbengkelan las sebanyak 12 orang,

kewirausahaan 20 orang dan pelatihan calon anggota Polri sebanyak 70 orang.

Ill. Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Kegiatan Pelayanan Anatar Kerja di Daerah Kab/Kota

1.

Sub Kegiatan Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.461.400,- dan realisasi Rp. 1.461.400,- atau 100% serta realisasi fisik
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya
penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dengan capaian kinerja peningkatan

kesempatan kerja.



Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.812.700,-
dan realisai Rp. 5.621.800,- atau 96,72 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran
dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan antar kerja berupa pelayanan kartu
pengantar kerja (AK1).

Sub Kegiatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.290.000,- dan realisai Rp. 1.290.000,- atau 100 % serta realisasi
fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan dan

bimbingan jabatan bagi pencari kerja.

b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1.

Sub Kegiatan Job fair/bursa kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.992.400,- dan
realisai Rp. 9.732.400,- atau 98,09% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari
kegiatan ini adalah terlaksananya konsultasi dan koordinasi rencana pelaksanaan Job

fair/bursa kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

2.

Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1
(satu) daerah Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.828.600,- dan realisasi
Rp. 1.818.600,- atau 99,45% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan
ini adalah terlaksananya identifikasi TKA yang akan memerpanjang IMTA di Kabupaten

Lima Puluh Kota.

IV. Program Hubungan Industrial

a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

1.

Sub Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.827.500,- dan realisasi Rp. 1.771.000,- atau 99,42% serta
realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah pengesahan peraturan
perusahaan bagi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sub Kegiatan Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 3.728.500,- dan realisasi Rp. 3.723.500,- atau 99,87% serta
realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya
pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan
jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 5.826.000,- dan realisasi Rp. 5.821.000,- atau 99,91% serta realisasi fisik mencapai
100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan pendataan dan

informasi HI dan BPJS bagi tenaga kerja.



b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan

Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota

1.

Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang
berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.642.300,- dan realisasi Rp. 1.626.800,- atau 99,06% serta
realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya
pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten Lima
Puluh Kota.

Sub Kegiatan Penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan
yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 3.842.100,- dan realisasi Rp. 3.832.100,- atau 99,74%
serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya
penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi
pengupahan, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.454.000,- dan realisasi Rp. 7.368.000,- atau
98,85% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah
terlaksananya verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengupahan,
federasi, dan konfederasi serikat pekerja/buruh di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sub Kegiatan Pelaksanaan operasioanl lembaga kerjasama tripartit daerah Kab/Kota
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.651.000,- dan realisasi Rp. 4.580.000,- atau
98,47% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah
terlaksananya konsultasi dan koordinasi operasionalisasi lembaga kerjasama tripartit di

Kabupaten Lima Puluh Kota.

V. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota

1.

Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya
industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.896.400,- dan realisasi Rp.
131.569.678,- atau 99,75% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini
adalah terlaksananya pelatihan inovasi produk unggulan/potensial dan fasilitasi
merek/halal bagi IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan
prasarana industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.128.576.700,- dan realisasi
Rp. 931.718.709,- atau 82,56% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari
kegiatan ini adalah terlaksananya bantuan peralatan produksi/usaha bagi IKM di

Kabupaten Lima Puluh Kota.



Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan
peran serta masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.455.400,- dan realisasi
Rp. 142.749.114,- atau 98,82% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari
kegiatan ini adalah studi tiru industri pengolahan jeruk ke Bengkulu dan pelatihan
inovasi produk bagi IKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sub Kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 15.950.600,- dan realisasi Rp. 15.780.000,- atau 98.93%
serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya
evaluasi terhadap pelaksanaan progam perencanaan pembangunan industri di

Kabupaten Lima Puluh Kota.

VI. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota

c. Kegiatan Penerbitan lIzin Usaha Industri (IUl), 1zin Perluasan Industri (IPUI), Izin Usaha

Kawasan Industri (IKUI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota

1.

Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan [UI, IPUI, IUKI, dan IPKI
kewenangan Kab/Kota dalam sistem SlINas yang terintegrasi dengan sistem pelayanan
perizinan berusaha secara elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.777.600,-
dan realisasi Rp. 10.777.600,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran
dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemenuhan komitmen perolehan I1Ul, IPUI, 1UKI,
dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem SlINas yang terintegrasi dengan sistem
pelayanan perizinan berusaha secara elektronik.

Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam
lingkup IUI, IPULIUKI dan IPKI kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.9.962.900,- dan realisasi Rp. 9.947.900,- atau 99.85% serta realisasi fisik mencapai
100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi
pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPULIUKI dan IPKI di

Kabupaten Lima Puluh Kota.

VII. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

d. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri 1UI,IPULIUKI dan IPKI

Kewenangan Kab/Kota

1.

Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisi data industri, data
kawasan industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 17.547.400,- dan realisasi Rp. 17.502.400,- atau 99.74% serta
realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi
pengumpulan, pengolahan dan analisi data industri, data kawasan industri serta data
lain lingkup Kab/Kota melalui SlINas di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sub Kegiatan Desiminasi, publikasi data informasi dan analisis data industri Kab/Kota

melalui SIINas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 139.083.700,- dan realisasi Rp.



137.184.690,- atau 98,63% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini

adalah terlaksananya dukungan kegiatan Dekranasda Kab. Lima Puluh Kota.

VIII. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
a. Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian

1. Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 21.930.600,- dan realisasi Rp. 21.859.300,- atau 99.67%
serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya
penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.

2. Sub Kegiatan Penguatan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan
dalam rangka kemandirian satuan pemukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
31.674.000,- dan realisasi Rp. 31.583.400,- atau 99.71% serta realisasi fisik mencapai
100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penguatan penguatan
infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan

pemukiman.
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Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota
Nomor : 130.4/519/PEM/XII1-2021
Tanggal : 30 Desember 2021

Lampiran |
BAHAN LKPJ 2021
FORMAT B
OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
No. Urusan / Program / Kegaiatan/ Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan AIokam(Q;)ggaran Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Rp. % Satuan %
l. [Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 3,580,905,992 3,531,589,002 98.62% 100.00%
Meningkatnya kinerja p Keluaran
1 |Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah p ggaran, dan i kinerja perang} 19,429,500 18,903,200 97.29% 100.00%
daerah Hasil
a. [SubKegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah 8,429,600 8,373,300 99.33% 100.00% [Keluaran
b. |SubKegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iknhtisar realisasi kinerja SKPD Tertaksananya koordinasi dan penyusunan Iaporan 4,000,000 3,975,000 99.38% 100.00% |Keluaran
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
c.  [SubKegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah Terevaluasinya kinerja perangkat daerah 6,999,900 6,554,900 93.64% 100.00% |Keluaran
2 |Kegiatan  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meni inistrasi PerangkatDaerah | 2,742,316,192 |  2,700,801,663 98.49% 100.00% :e"flara"
asil
ianya gaji dan tunj ASN,
a. [SubKegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN ASN, serta honor-h jawab 2,736,710,692 2,695,278,163 98.49% 100.00% [Keluaran
keuangan
b.  [SubKegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Terlaksananya koordinasi akuntansi SKPD 2,989,700 2,961,700 99.06% 100.00% [Keluaran
c. |SubKegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 2,615,800 2,561,800 97.94% 100.00% [Keluaran
. A y Meni inistrasi ian Perangkat Keluaran
3 |Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah Daerah 15,448,000 15,357,200 99.41% 100.00%
Hasil
Terikutinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan
a. [SubKegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi tugas dan fungsi (diklat pendampingan dan pembinaan IKM, 8,868,000 8,777,200 98.98% 100.00% [Keluaran
seleksi sertifikasi barang dan jasa, dan diklat tenis lainnya)
b.  [SubKegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan per UU an bagi ASN 6,580,000 6,580,000 100.00% 100.00% [Keluaran
Keluaran
4  |Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 195,032,300 194,898,069 99.93% 100.00%
Hasil
a. [SubKegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya alat- alat dan instalasi listrik 6,859,000 6,855,000 99.94% 100.00% [Keluaran
b. |SubKegiatan Penyediaan bahan logistik kantor ::LZ?:I:';'H”V;:;‘:)“‘““” logistk kantor (ATK dan alat 26,853,700 26,818,000 99.87% 100.00% |Keluaran
¢ |SubKegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terbenutinya barang cetan dan penggendazn eperian 25,034,600 25034600 | 100.00% 100.00% |Keluaran
. " Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
d.  [SubKegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan . - -|Keluaran
undangan (media cetak)
e. |SubKegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu Terfasilitasinya makan minum kunjungan tamu 24,530,000 24,530,000 100.00% 100.00% |Keluaran
. |SubKegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD T ya rapat inasi dan i SKPD 111,755,000 111,660,469 99.92% 100.00% [Keluaran
i li Keluaran
5 |Kegiastan  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Pengadaan barang Milik Dacrah 61,700,000 61,700,000 |  100.00% 100.00%|" "
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Hasil
i
a. [SubKegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasionalllapangan Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang layak - - - -|Keluaran
b. [SubKegiatan Pengadaan mebel Tersedianya meubeleir kantor - - - -|Keluaran
c.  [SubKegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Tersedianya peralatan dan mesin lainnya - - - -|Keluaran
d. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya :::::“a”ya sarana dan prasarana pendukung gedung 61,700,000 61,700,000 100.00% 100.00% [Keluaran
6 |Kegiatan  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Mening Jasa urusan 403,940,000 397,029,220 98.29% 100.00%|<eluaran
pemerintah daerah proveT
asil




a. Sub Kegiatan ~ Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran 1,920,000 1,920,000 100.00% 100.00% |Keluaran
b. [SubKegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik vancamya penyediaan fomunikasl sumber daya i can 42,500,000 35,589,220 83.74% 100.00% |Keluaran
Terbayarkannya honor Pegawai Harian Lepas (PHL), honor
c.  [SubKegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor pejabat pengadaan, pengurus barang dan honor pejabat 359,520,000 359,520,000 100.00% 100.00% |Keluaran
pemeriksa hasil pekerjaan
7 |Kegiatan  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Pemeliaraan Barang Milik Dacrah 143,040,000 142,899,650 99.90% 100.00%|<eluaran
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
Hasil
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan pembelian
a.  [SubKegiatan X ! ! BBM serta tersedianya perizinan dan kelengkapan surat- 95,162,000 95,156,650 99.99% 100.00% |Keluaran
operasionalllapangan
surat kendaraan dinas
b. |SubKegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Terpelharanya pepr:r‘:;;‘ dan mesin lainnya (genset, AC, 27,130,000 26,995,000 99.50% 100.00% |Keluaran
c. |SubKegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya 20,748,000 20,748,000 100.00% 100.00% [Keluaran
Il. [Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Meni Kualitas Tenaga Kerja 294,130,500 294,060,500 99.98% 100.00%
Keluaran
1. |Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Dilatih 294,130,500 294,060,500 99.98% 100.00%
Hasil
a |subKegiatan Proses pelgksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Terlaks.ananya pend.\d\ka.n dan pglatihan keterampilan 294,130,500 294,060,500 99.98% 100.00% |Keluaran
kompetensi berbasis kompetensi bagi pencari kerja
Il [Program P Tenaga Kerja Meni P Tenaga Kerja 20,315,100 19,924,200 98.08% 100.00%
Keluaran
1 Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja 8,564,100 8,373,200 97.77% 100.00% "
Hasil
a. [SubKegiatan Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja Tersedianya sumber daya pelayanan antar kerja yang baik 1,461,400 1,461,400 100.00% 100.00% [Keluaran
b. [SubKegiatan Pelayanan antar kerja Terlaksananya pelayanan antar kerja 5,812,700 5,621,800 96.72% 100.00% |Keluaran
¢ |SubKegiatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencar kerja ;::Z‘::ak”:”?a penyuluhan dan bmibingan jabatan bagi 1,290,000 1,290,000  100.00% 100.00% |Keluaran
Keluaran
2 |Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Meningkatan Penempatan Tenaga Kerja 9,922,400 9,732,400 98.09% 100.00%
Hasil
a. [SubKegiatan Job fair/ bursa kerja Lerkenanya ob A burs e tenag kera @b Lima 9,922,400 9,732,400 98.09% 100.00% |Keluaran
Keluaran
3 |Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota Meni P itan Perpanj IMTA 1,828,600 1,818,600 99.45% 100.00%
Hasil
a. [SubKegiatan Koordinaasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota Terlakasananya koordinasi perpanjangan IMTA 1,828,600 1,818,600 99.45% 100.00% [Keluaran
IV |Program  Hubungan Industrial Meni indungan dan Per 28,971,400 28,722,400 99.14%
Lembaga Ketenagakerjaan
Keluaran
. P han P Per dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang Memiliki o
1. |Kegiatan Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama 11,382,000 11,315,500 99.42%
Hasil
a. [SubKegiatan Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan 1,827,500 1,771,000 96.91% Keluaran
b. [SubKegiatan Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan ;::i’::;:’:ya pendaftaran peranjian kerjasama bagi 3,728,500 3,723,500 99.87% Keluaran
¢ |subKegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja Tersgdignya da@ dan informa;i sarana hubungan industrial 5,826,000 5,821,000 99.91% Keluaran
serta pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
Keluaran
. P han dan Peny ian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan F M ya F isihan ial, Mogok o
2 |Kegiatan Perusahaan di Daerah Kab/Kota Kerja, dan Penutupan Perusahaan 17,589,400 17,406,900 98.96%
Hasil
) Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang Terlaksananya pencegahan perselisihan HI, mogok kerja, "
3. [SubKegiatan berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota dan penutupan perusahaan 16423300 1,626,800 99.06% Keluaran
) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang Terselesaikannya perselisihan Hi, mogok kerja, dan o
b |SubKegiatan berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota penutupan perusahaan 3842,100 38321100 89.74% Keluaran
¢ |subKegiatan Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusahan, federasi dan Tersedianya data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh 7454000 7,368,000 98.85% Keluaran

konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi

yang terverifikasi




d.  [SubKegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kab/Kota Terlaksananya operasional lembaga tripartit daerah 4,651,000 4,580,000 98.47% Hasil
V  |Program Per dan Pemt Industri Meningkatnya daya saing produk industri 1,420,879,100 1,221,817,501 85.99%
: B, Evaluaci R Paml . Meni dan ilan dan Keluaran
1. |Kegiatan Peny dan F Industri Kab/Kota N . v 1,420,879,100 1,221,817,501 85.99%
sarana prasarana industri
Hasil
a. [SubKegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri Jumlan fasiltasi merelhalal dan jumlah pelatihan inovasi 131,896,400 131,569,678 99.75% Keluaran
produk unggulan/potensial
. AR - . . Jumlah kelompok IKM yang diberi bantuan peralatan o
b.  [SubKegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri oroduksi 1,128,576,700 931,718,709 82.56% Keluaran
c.  |SubKegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat :ﬁ:ﬁr\ {iru IKM dalam pengelolaan produk, jumiah IK yang 144,455,400 142,749,114 98.82% Keluaran
d.  [SubKegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri Terlaksananya monev pelaksanaan IKM sehat 15,950,600 15,780,000 98.93% Hasil
VI |Program  Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/ Kota Hening itan dan fan izin usaha 20,740,500 20,725,500 99.93%
. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUl), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan o Keluaran
1. [Kegiatan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota 20,740,500 20,725,500 99.95%
Hasil
Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI,IPULIUKI dan IPKI kewenangan Kab/ Kota dalam sistem Jumiah fasitasi itan 1UL 1PUL. UK dan IPKI
a.  [SubKegiatan informasi industri nasional (SlINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha ;exoni:s' asi penerbltan FL1, 1L an [Pl secara 10,777,600 10,777,600 100.00% Keluaran
terintegrasi secara elektronik
. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IULIPULIUKI dan  |Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan ,
b. | SubKegiatan IPKI kewenangan Kab/Kota pelaksanaan U1, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kab/Kota 9,962,900 9,047,900 99.85% Keluaran
VIl |Program  Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Meningkatnya pengelolaan dan iaan sistem 156,631,100 154,687,090 98.76%
industri nasional
i i i i i Keluaran
1 |Kegiatan ;:rg::::an Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI,IPUL,IUKI dan IPKI Kewenangan Meningkatnya pertumbuhan IKM 156,631,100 154,687,090 98.76%
Hasil
- . . . . . . Jumlah fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis
a.  [SubKegiatan fa5|llta5| pengumpulan, Pengolahan dan ?nahs‘s (‘:Iata mdusm’ data kawasan indusri seria data lain data industri, data kawasan serta data lain lingkup Kab/Kota 17,547,400 17,502,400 99.74% Keluaran
lingkup Kab/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui SIiNas
Fasilitasi i D jumlah
b.  [SubKegiatan Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa data industri Kab/Kota melalui SIINas akses permodalan IKM, jumlah temu bisnis IKM dengan 139,083,700 137,184,690 98.63% Keluaran
swasta/BUMN
VIl [Program P k Kawasan T igrasi Meni P Wilayah T 53,604,600 53,442,700 99.70%
Keluaran
1. Kegiatan P bangan Satuan P pada Tahap K dirian Meni P Wilayah T 53,604,600 53,442,700 99.70%
Hasil
a. [SubKegiatan Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman Jumlah sosialisasi untuk penguatan SDM transmigrasi 21,930,600 21,859,300 99.67% Keluaran
b. |Sub Kegiatan E:;%Lliia::nmfrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan Jumlah identifikasi potensi kawasan transmigrasi 31,674,000 31,583,400 99.71% Keluaran
JUMLAH 5,576,178,292 5,324,968,893 95.49%
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y ilitas instansi pemerintah

Tersdianya gaji dan tunjangan ASN dan honor PA, KPA,
PPTK, bendahara dll

Tersedianya akuntansi dan pelaporan keuangan

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Meningkatnya disipin af dan kapasitas SDM

aparatur

Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur

Terlaksananya sosialisasi peraturan per UU an bagi ASN

y inistrsi umum perkantoran

Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

Tersdianya alat-alat dan instalasi listrik (LHE, lampu nenon
panjang,kabel dIl)

Terpenuhinya kebutuhan ATK

Terpenuhinya baran cetakan dan penggandaan keperluan
kantor

Tersedianya makan minum tamu, rapat dan pegawai

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintahan
daerah

Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor/ bangunan lainnya (komputer, printer)

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan
daerah

y ilitas instansi pemerintah




Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran

Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarkannya honor PHL, petugas kebersihan dan penjaga
kantor

Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan
daerah

M katny ilitas instansi pemerintah

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dan pembelian
BBM serta tersedianya peizinan dan kelengkapan surat-surat
kendaraan dinas

Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya

Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih

Meningkatnya kualitas tenaga kerja

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan, perbengkelan las
bagi pencari kerja dan Terlaksananya pembinaan dan
pelatihan calon anggota POLRI bagi putra/putri Kab. Lima
puluh kota

Meningkatnya penempatan tenaga kerja

Meningkatnya penempatan tenaga kerja

Tersedianya sumber daya pelayanan antar kerja yang baik

Terlaksananya pelayanan antar kerja

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan jabatan bagi pencari
kerja

Meningkatnya penempatan tenaga kerja

Meningkatnya penempatan tenaga kerja

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi job fair

Meningkatnya penerbitan perpanjangan IMTA

Meningkatnya penempatan tenaga kerja

Terlaksananya koordinasi dan perpanjangan IMTA

ya jumlah perusak yang memiliki
peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama

tnya perlindungan dan perkembang
lembaga ketenagakerjaan

Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan

Terlaksananya pendaftaran perjanjian kerjasama bagi
perusahaan

Tersedianya data dan informasi sarana hubungan industrial
dan jaminan sosial tenaga kerja

Menurunnya perselisihan hubungan industrial, mogok
kerja dan penutupan perusahaan

ya perlindungan dan perk g
lembaga ketenagakerjaan

Terlaksananya pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan
penutupan perusahaan

Terselesaikannya perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan
perusahaan

Tersedianya data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh yang
terverifikasi




Terlaksananya operasional lembaga tripartit daerah

Meningkatnya IKM sehat

Meningkatnya IKM sehat

Jumlah fasilitasi merk/halal, terlaksananya pelatihan inovasi
teknologi jeruk pasca panen, pembuatan mie organik
berbahan baku buah dan sayur, workhsop batik dan ecoprint
serta terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan
dengan pemerintah prov, narasumber/instrukur pelatihan luar
daerah

Bantuan perlatan usaha kerupuk ubi, mesin jahit, makanan
olahan bagi IKM dan terlaksananya pembangunan kanopi
rumah produksi gula semut

Terlaksananya fasilitasi kegiatan BDI dan diseprindag Prov,
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi teknis kegiatan
dengan BDI dan disperindag Prov, Terlaksananya pelatihan
kerajinan bambu, Terlaksananya studi tiru industri kecil
pengolahan jeruk ke bengkulu

Terlaksananya monev pelaksanaan IKM

Meningkatnya pertumbuhan IKM

Meningkatnya pertumbuhan IKM

Jumlah fasilitasi penerbitan IUI, IPULIUKI dan IPKI

Jumlah inasi dan sil isasi pengawasan 11Ul
IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kab/Kota

Meningkatnya pertumbuhan IKM

Meningkatnya pertumbuhan IKM

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan,
pengolahan dan analisis data sistem SlINas

Fasilitasi pameran dekranasda, jumlah sosialisasi akses
permodalan bagi IKM, jumlah temu bisnis IKM dengan

swasta/BUMN
M katnya p k wilayah tr
Meningkatnya p k wilayah tr ig

Jumlah sosialisasi untuk penguatan SDM transmigrasi

Jumlah identifikasi potensi kawasan transmigrasi

Sarilamak, Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota

FERY CHOFA, SH,.LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002



Lampiran |

FORMAT D
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

URUSAN YANG DISELENGGARAKAN :
1.  URUSAN PERINDUSTRIAN
2. URUSAN TENAGA KERJA
3. URUSAN TRANSMIGRASI

BAHAN LKPJ 2021

STATUS PENDIDIKAN PELATIHAN
NAMA JABATAN JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN STRUKTURAL
1SI KSG | SD |SLTP|SLTA| D1 D2 D3 D4 S1 S2 1 1] n v PIM II PIM 1l PIM IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19
Kepala Dinas 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1
Sekretaris 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1
Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - -
Kepala sub Bagian Keuangan 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
Kepala sub Bagian Program dan Perencanaan 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - 1
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 1
Kepala Seksi Pembinaan Industri Agro 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 - _ _ 1
Kepala Seksi Pembinaan Industri Non Agro 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1
Kepala Seksi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
Kepala Seksi Perizinan dan Data - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Industri 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 - _ _ _
Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1
Kepala Bidang Ketenagakerjaan 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - -
Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - -
Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - -
Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja 1 _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 _ _ - 1 _ _ 1
Kepala Bidang Transmigrasi 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - 1
Kepala Seksi Penempatan Transmigrasi 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 1 B B R R R R R 1 - B R B 1 - R B 1
Kepala Seksi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH STRUKTURAL 19 2 - - 1 - - - 1 10 7 - - 12 7 - 3 14
Fungsional 6 - - - 3 - - 1 - 2 - - 3 3 - - - -
TOTAL 25
Sarilamak, Januari 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerje
Kabupaten Lima Puluh Kota,

FERY CHOFA, SH.,.LL.M

NIP. 19700209 199803 1 002
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Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota

Nomor : 130.4/519/PEM/XII-2021
Tanggal : 30 Desember 2021

BAHAN LKPJ 2021

FORMAT D
OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
NO. SARANA DAN PRASARANA JUMLAH KONDISI
Baik Rusak Ringan |[ Rusak Sedang Rusak Berat

1 |[Sarana dan Prasarana
1. kendaraan Dinas
- Kendaraan dinas roda 4 (dalam unit) 3 Unit 2 - 1 -
- Kendaraan dinas roda 2 (dalam unit) 15 Unit 12 2 1 -

2 Ketersediaan Komputer
- Komputer 18 Unit 16 1 - 1
- Laptop 21 Unit 17 - 2 2
- Printer 28 Unit 23 - 2 3

3 [Jumlah LCD (dalam unit) 2 Unit 2 - - -

4 Jumlah sqund system dan peralatan lainnya 1 Unit 1 ) ) )
(dalam unit)

5 [Jumlah Peralatan lainnya
a. AC 17 Unit 17 - - -
b. Televisi 3 Unit 3 - - -
c. Kamera/ handycam 5 Unit 3 - - -
d. Wireless 2 Unit 2 - - -
e. Parabola+ Receiver 3 Unit 3 - - -
f. Meja Foto Copy 1 Unit 1 - - -
g. Tangga 1 Unit 1 - - -

Sarilamak, Januarl 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota,

FERY CHOFA, SH.,LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002




Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota

Nomor : 130.4/519/PEM/XI1-2021
Tanggal : 30 Desember 2021

Lampiran Il
FORMAT LKPJ 2021
PENERIMA KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA YANG DITERIMA
OPD : PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
. Sasaran Program / Sumber & Jumlah . i Eics
No. Urusan / Program / Kegaiatan Dasar Hukum Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Capaian Kinerja Permasalahan | Pemecahan Masalah
Rp. % Unit %
Sarilamak, Januari 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota,

EERY CHOFA, SH.,LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002




Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota
Nomor : 130.4/519/PEM/XI1-2021
Tanggal : 30 Desember 2021

Lampiran Il

FORMAT LKPJ 2021
PENERIMA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
No. Urusan / Program / Kegaiatan Dasar Sasaran . Sumber & Jumiah Realisasi Keuangan Realisasi Fisik . .
Hukum Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Capaian Kinerja Permasalahan Pemecahan Masalah
Rp. % unit %

1 |URUSAN PERINDUSTRIAN
Program : Perencanaan dan DAK Kementerian
Pembangunan Industri Perindustrian RI
Kegiatan : Penyusunan dan
Evaluasi Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota
Subkegiatan : Koordinasi, 600,058,000 409,480,000 68.24 50 100%| Tersedianya mesin pencetak
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kerupuk ubi sebanyak 50 unit untuk
Pembangunan Sarana dan kelompok IKM Nagari Situjuah
D, Ladiicts Oad

Sarilamak, Januari 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota,

FERY CHOFA, SH.,.LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002




Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota
Nomor : 130.4/519/PEM/XI11-2021
Tanggal : 30 Desember 2021

Lampiran IV

BAHAN LKPJ 2021
PRESTASI YANG DIPEROLEH TAHUN 2021

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO. JENIS KEGIATAN / LOMBA PRESTASI

(BESERTA DOKUMEN PENDUKUNG, SERTIFIKAT, FOTO, DIl) | TINGKAT PROVINSI [ TINGKAT NASIONAL

NIHIL

Sarilamak, Januari 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota,

FERY CHOFA, SH.,LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
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